
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 1997

TENTANG

MOBILISASI DAN DEMOBILISASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan

oleh sebab itu maka bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta

mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945;

b. bahwa dalam kehidupan negara, aspek pertahanan keamanan negara

merupakan faktor yang sangat hakiki dalam manjamin kelangsungan

hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap segala ancaman

baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri dan hakikat pertahanan

keamanan negara adalah perlawanan rakyat semesta, yang

penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan tanggung jawab

tentang hak dan kewajiban setiap warga negara dalam pembelaan

negara serta dilaksanakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat

semesta yang mendayagunakan sumber daya nasional, sarana dan

prasarana nasional secara menyeluruh, terpadu dan terarah, adil dan

merata;

c. bahwa untuk menanggulangi negara dalam keadaan bahaya sebagai

akibat ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri yang tidak

dapat diatasi oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia termasuk

cadangannya, maka perlu diadakan tindakan mobilisasi sumber daya

nasional serta sarana dan prasarana nasioal yang telah dipersiapkan

dan dibina sebagai komponen kekuatan pertahanan keamanan negara

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila

ancaman telah dapat diatasi, maka segera diadakan demobilisasi untuk

memulihkan tatanan kehidupan ke fungsi dan status semula;

d. bahwa…
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d. bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 1962 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962

tentang Pemanggilan dan Pengerahan Semua Warga Negara dalam

rangka Mobilisasi Umum untuk kepentingan Keamanan dan

Pertahanan Negara menjadi Undang-undang, sudah tidak sesuai lagi

dengan tatanan perkembangan penyelenggaraan pertahanan keamanan

Negara Republik Indonesia;

e. bahwa mobilisasi dan demobilisasi harus diatur dengan

undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 42

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik

Indonesia;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk

undang-undang tentang mobilisasi dan demobilisasi;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 12, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 30

Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 23 Prp. Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya

(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 1908);

3. Undang-…

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan
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Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran

Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1

tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun

1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Petahanan keamanan Negara

Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor

4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MOBILISASI DAN

DEMOBILISASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Keadaan bahaya adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan

ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta

kelangsungan hidup bangsa dan Negara Republik Indonesia sesuai

dengan Undang-undang Keadaan Bahaya.

2. Mobilisasi…

2. Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara
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serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional

yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan

pertahanan keamanan negara untuk dipergunakan secara tepat,

terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, baik dari

luar negeri maupun dari dalam negeri.

3. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesi.

4. Mobilisan adalah warga negara anggota Rakyat Terlatih, warga

negara anggota Perlindungan Masyarakat, dan warga negara yang

karena keahliannya dimobilisasi.

5. Demobilisasi adalah tindakan penghentian pengerahan dan

penghentian penggunaan sumber daya nasional serta sarana dan

prasarana nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah negara yang

diselenggarakan secara bertahap guna memulihkan fungsi dan tugas

setiap unsur seperti sebelum berlakunya mobilisasi.

6. Dembilisan adalah mobilisan yang telah selesai menjalani

mobilisasi.

7. Rakyat Terlatih adalah komponen dasar kekuatan pertahanan

keamanan negara, yang mampu melaksanakan fungsi ketertiban

umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat dan perlawanan

rakyat dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

8. Perlindungan Masyarakat adalah komponen khusus kekuatan

petahanan keamanan negara yang mampu berfungsi membantu

masyarakat menanggulangi bencana dan memperkecil akibat

malapetaka.

9. Sumber…

9. Sumber daya nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya
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alam, dan sumber daya buatan yang dapat digunakan sebagai

komponen kekuatan pertahanan dan keamanan negara untuk

mewujudkan ketahanan nasional.

10. Sumber daya manusia adalah warga negara yang secara psikis dan

fisik dapat dibina dan disiapkan kemampuannya untuk mendukung

komponen kekuatan pertahanan keamanan negara.

11. Sumber daya alam adalah susuatu di alam raya yang didalam wujud

asalnya dapat didayagunanan untuk kepentingan pertahanan

keamanan negara.

12. Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang dapat

direkayasa manusia menjadi berdayaguna atau bertambah

dayagunanya untuk kepentingan pertahanan keamanan negara.

13. Sarana dan prasarana nasional adalah segala sesuatu yang dapat

berfungsi untuk menunjang proses penyelenggaraan pertahanan

keamanan negara dan termasuk sebagai komponen pendukung.

14. Menteri adalah Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia.

15. Panglima adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia.

BAB II

LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan mobilisasi dan demobilisasi berlandaskan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3…

Pasal 3


